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Abstrak

PT. Batam Agung Lestari atau PT. BAL merupakan perusahaan pelayanan jasa fumigasi di kota
Batam yang juga menjadi mitra kegiatan PkM. Permasalahan yang ditemukan adalah tidak
adanya PKWT dalam bentuk tertulis yang dibuat sebagaimana yang diatur pada Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Luaran dari pelaksanaan PKM ini
adalah PKWT dalam bentuk tertulis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Luaran dari
kegiatan PKM ini adalah sebuah pedoman PKWT tertulis yang akan mempermudah mitra
kedepannya. Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan dengan metode yuridis empiris.
Pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk membuat sebuah PKWT tertulis yang sah dan dapat
menjadi pedoman perancangan perjanjian kerja tertulis oleh mitra.

Abstract

PT. Batam Agung Lestari or PT. BAL is a fumigation service company in Batam which is also
the partner of this community service. The problem found is that there is no definite term
employment agreement in written form as regulated in law number 13 of 2003 regarding
employment. The output of this community service is a written definite term employment
agreement in accordance with the applicable regulations. The output of the community service
activity is a written definite term employment agreement guideline that will make it easier for
the partner in the future. The community service activity is done by empirical juridical method.
This community service’s purpose is to make a written definite term employment agreement
time that is legitimate and could be used as guidelines for drafting written work agreements by
the partner.
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Pendahuluan (selanjutnya disebut sebagai PKWTT)

Demi memenuhi kebutuhan sehari-
hari manusia akan bekerja, baik bekerja
sebagai pengusaha ataupun pekerja yang
tidak akan terlepas dari hubungan kerja.
Hubungan tersebut hanya akan muncul
apabila adanya perjanjian kerja. Menurut
pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan),
perjanjian kerja dapat dilakukan secara
lisan maupun tulisan. UU Ketenagakerjaan
juga mengenal 2 (dua) bentuk perjanjian
kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu
(selanjutnya disebut sebagai PKWT) dan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu

(Sengkey, 2021). Baik PKWT atau
PKWTT yang dibuat secara tertulis perlu
memuat hal-hal sebagaimana disebut pada
Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
yaitu:
a. nama, alamat perusahaan, dan
jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan
alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
tempat pekerjaan;
e. besarnya upah  dan cara
pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat
hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;
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g. mulai  dan  jangka  waktu
berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian

kerja dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam

perjanjian kerja.

Yang termasuk pekerjaan waktu
tertentu diatur dalam pasal 59 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU
Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa
yang dapat dibuatkan PKWT berupa
pekerjaan yang bersifat sekali selesai atau
sementara, penyelesaian pekerjaan dalam
waktu tidak terlalu lama, pekerjaan
musiman, pekerjaan berhubungan dengan
produk atau kegiatan baru, atau produk
yang masih dalam percobaan atau
pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatan
bersifat tidak tetap. PKWT juga diatur
dalam dalam Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja. Dasar hukum tersebut
menyatakan PKWT adalah perjanjian kerja
antara pekerja atau buruh dengan
pengusaha demi mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tertentu atau untuk
pekerjaan tertentu.

Dalam prakteknya banyak pekerja
atau buruh yang melaksanakan perjanjian
kerja secara lisan dengan pengusaha.
Perjanjian lisan tersebut biasanya tidak
membahas dengan jelas dan rinci mengenai
syarat-syarat perjanjian kerja sebagaimana
yang dijelaskan dalam uu
Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja secara
lisan akan sulit dibuktikan apabila terjadi
sengketa antara para pihak. (Nasution,
Suhaidi, & Marzuki, 2021). Oleh karena itu,
dari segi penyelesaian sengketa dan
perlindungan hukum para pihak dikatakan
lebih terjamin apabila dituangkan dalam
perjanjian kerja dengan bentuk tertulis.

Persoalan pada PT. Batam Agung
Lestari (selanjutnya disebut sebagai mitra
atau PT. BAL) yang menjadi mitra pada
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(selanjutnya disebut sebagai PkM) adalah
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perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh
pekerja dan pengusaha dominan dalam
bentuk lisan dengan memberikan batas
waktu tertentu atau PKWT lisan. Secara
hukum, PKWT yang dilakukan secara lisan
akan berubah secara sendiri menjadi
PKWTT. Atas PKWT vyang berubah
menjadi PKWTT ini juga tidak dibuatnya
surat pengangkatan oleh pihak pengusaha.
Selain itu, PKWT yang telah dibuat antara
pekerja dan pengusaha tidak memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan
adanya kebingungan antara pekerja dan
pengusaha yang pada akhirnya berpotensi
untuk memunculkan perselisihan, sehingga
muncul urgensi dibutuhkannya sebuah
panduan PKWT yang sah dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
pelaksana menentukan ruang lingkup
kegiatan pelaksanaan PkM adalah dengan
melakukan  pendampingan  pembuatan
PKWT. Dimana PKWT yang akan dibuat
akan berpedoman pada uu
Ketenagakerjaan dan dasar hukum lain
yang mengatur mengenai PKWT. Adanya
PKWT ini diharapkan dapat menyediakan
perlindungan hukum kepada para pihak
yang  melaksanakannya.  Pelaksanaan
kegiatan PkM ini  bertujuan untuk
melakukan  pendampingan  pembuatan
PKWT di yang sesuai dengan hukum
Indonesia dan untuk membentuk PKWT
yang dapat menjadi pedoman untuk
perjanjian kerja yang dilakukan secara
tertulis.

Metode

Metode dalam kegiatan PkM ini
berupa metode yuridis empiris, yaitu
metode yang mengkaji fakta dan fenomena
yang terjadi yang akan dikaitkan dengan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku untuk memberikan dan mencapai
solusi atas permasalahan yang ada. (Benuf
& Azhar, 2020). Data-data pelaksanaan
PKM ini terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh dari
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kegiatan observasi dan  wawancara.
Kegiatan observasi dilakukan dengan
mengamati langsung objek penelitian.
(Anufia & Alhamid, 2019). Pada kegiatan
wawancara pelaksana secara langsung
bertanya, meminta, dan mendengar
informasi dari pihak mitra. Kegiatan
pelaksanaan PkM ini dilakukan selama 4
(empat) bulan di lokasi kegiatan usaha
mitra.

Pembahasan
Dalam pelaksanaan kegiatan PkM,
pelaksana pertama-tama mencari tahu
bagaimana prosedur dan bentuk PKWT
yang benar menurut peraturan perundang-
undangan. Setelah mengetahui hal tersebut,
pelaksana membuat sebuah draf PKWT
yang disesuaikan dengan kebijakan mitra
dan kesepakatan para pihak. Draf tersebut
diserahkan kepada mitra untuk disetujui.
Setelah disetujui, pelaksana mencetak
PKWT tersebut dalam 2 (dua) rangkap
yang masing-masing pihak memegang 1
(satu) rangkap dari PKWT tersebut dengan
dibubuhi materai secukupnya. PKWT yang
telah disepakati kemudian ditandatangani
oleh para pihak.
Syarat sah perjanjian sebagaimana
yang diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat
perjanjian kerja yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan telah terpenuhi dalam
pembuatan PKWT. Selain itu, PKWT
tersebut juga telah disusun berdasarkan
struktur perjanjian yang benar. Struktur
perjanjian yang dimaksud terdiri dari:
a. Judul
Judul merupakan nama yang
diberikan untuk suatu perjanjian
yang disesuaikan dengan isi dari
perjanjian yang dibuat. Judul dari
sebuah perjanjian dibuat dengan
singkat, padat, dan jelas untuk
memberikan gambaran dari isi
perjanjian yang dibuat. (Diputra &
Rio, 2018).

b. Pembukaan
Bagian pembukaan suatu
perjanjian  berisi tempat dan
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tanggal perjanjian tersebut
ditandatangani para pihak.
Gambar 1. Judul dan Pembukaan
Perjanjian, Sumber: Dokumentasi

Pribadi
ERMJANJIAN KESLIA WAKTL TERLENTU (FEWT)

c. Komparisi
Bagian komparisi berisi identitas
dari para pihak dalam suatu
perjanjian.

d. Premise
Bagian ini berisi pernyataan
pertimbangan atas alasan lahirnya
perjanjian atau dengan kata lain
latar belakang dibuatnya suatu
perjanjian yang diuraikan secara
singkat.

Pibak Pertama dan Pikak Kedus untoh sclamamva dochat Pars ik cTeA
g " 1 1 crimer
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Gambar 2. Premise Perjanjian, Sumber:
Dokumentasi Pribadi
e. Isi Perjanjian
Isi dari perjanjian berisi ketentuan-
ketentuan yang disepakati para
pihak. Ketentuan-ketentuan ini
berisi hak dan kewajiban dari para
pihak yang terikat dalam
perjanjian tersebut.

f. Penutup
Bagian penutup berisi pernyataan
penutup perjanjian yang

menerangkan bahwa perjanjian
dibuat atas kesepakatan para pihak.

Jim ) sanghap. masing
lan perany s ah da mr o bekussan b

Gambar 3. Penutup Perjanjian, Sumber:
Dokumentasi Pribadi
g. Tanda Tangan
Pada bagian paling akhir sebuah
perjanjian, perlu adanya tanda
tangan para pihak sebagai tanda
bahwa para pihak sepakat atas isi
dari perjanjian tersebut. Selain
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para pihak, saksi-saksi (bila ada)
juga diperbolehkan untuk

menandatangani perjanjian
tersebut.

Setelah melalui proses

penandatanganan ~ PKWT,  pelaksana

meminta feedback atau tanggapan dari
mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.
Tanggapan dari mitra dan pekerja terhadap
pelaksanaan PkM sangat positif. Mitra
merasa puas dengan adanya sebuah
pedoman PKWT vyang dibuat dengan
struktur dan substansi yang benar sehinnga
dipermudah dalam proses pembuatan
perjanjian kerja secara tertulis dengan
pekerja kedepannya. Para pekerja merasa
puas dengan adanya sebuah PKWT yang
secara rinci dan tegas mengatur mengenai
hal-hal yang sebelumnya hanya menjadi
kesepakatan lisan antara mitra dan pekerja.
Hal-hal yang dimaksud berupa tunjangan-
tunjangan seperti uang makan dan cuti
tahunan. Para pekerja juga merasa bahwa
adanya PKWT tertulis yang sesuai dengan
ketentuan hukum hak-hak pekerja lebih
terjamin.

Simpulan

Dalam pelaksanaan PkM, pelaksana
memilih PT. Batam Agung Lestari menjadi
mitra yang merupakan perusahaan
pelayanan jasa fumigasi di kota Batam.
Permasalahan pada PT. BAL adalah tidak
adanya PKWT tertulis yang dibuat
sebagaimana yang diatur pada UU
Ketenagakerjaan. Luaran PKM ini berupa
PKWT tertulis yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan kegiatan PkM memperoleh
tanggapan yang cukup positif baik dari
mitra maupun pekerja. Dengan pelaksanaan
PkM ini, pelaksana berharap bahwa baik
mitra maupun pelaku usaha lainnya dapat
terus memberlakukan perjanjian Kkerja
tertulis baik dalam PKWT ataupun PKWTT
untuk  menjaga  dan memastikan
perlindungan hak-hak para pihak yang
melaksanakan perjanjian kerja tersebut
hingga dapat mencegah timbulnya konflik
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antara para pihak dikarenakan
ketidakpastian dari perjanjian kerja yang
hanya disepakati secara lisan.
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